
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 42 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN TAS PERATUR N BUPATI TASIKMALAYA NOM 54 TAHUN 2020 
TENTANG E CANA KERJA PEMERINTAH OAERAH KASUP TE. TASIKMALAYA 

TAHUN '202 

Menirn . a n 

Mengingat 

OENGAN R MAT UHAN YANG MAHA ESA 

BtJPATI A IKMALA 

a. bahwa dengan adanya pe bahan SU8un n Peran gkat Oaerah 
a . eta ct J m Pe At ran Ofler h Kabupaten 

g Pem be tukan dan 
unan P ngkat a te T sikmalaya 

sebagaimana telah diuba 1. e erapa kall t r 1ir dengan 
Pe ur erah ahu aten asikmalay Nomor 3 
Tah 21 T ntang P rub an Ke ua At'1s Peraturan 
Oaer Kabupat 1 Tasi al y ornor 7 Tahun 2 16 ten tang 
Pern entukan dan eran K'Ott Oller ' h, dipandang 
erlu di akukan peny su 'an tas Peraturan Bupati 

Ta si al · ya orno r 4 ahun 2020 centan g Re 1cana Kerja 
Pem 'ntah aerah a pa tel Ta s ' m' Jaya un 2021 ; 

b, ahwa be dasarka pertirn anga ebag 'm ana dimaksud 
pada h ruf perlu mene pka Pel a turan Bupati 
Ta si rna .aya ten 19 Pcnlba 1.an A as Peraturan Bupati 
Tas ' rna ya N IT or 54 'fa un 2 20 tentang Rencana Kerja 
Pe rima..1-) Oaera Kabu a cen T ikmalaya Tahun 2021 ; 

1. Undang-Und g N or 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan 0 ah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Ojawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten 



2 

dalam Lingkungan Provinsi Djawa Sarat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

6 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVlD- 19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323) ; 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ten tang Rencana 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KeIja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312) ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
ten tang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara RepubJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang KlasifIkasi, Kodeflkasi, dan Nomenklatur 
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Sarat 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 
ten tang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian SeIatan 
Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 28 Seri E) ; 

23 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Sarat Nomor 8 Tahun 2021 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Sarat 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Tahun 2018-2023; 

24. Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Sarat Nomor 59 
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 
Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WiIayah Kabupaten 
Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Dearah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2014 Nomor 10); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TasikmaJaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten TasikmaJaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten TasikmaJaya Tahun 2016 Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten TasikmaJaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana 
telah diu bah beberapa kaJi terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
TasikmaJaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
TasikmaJaya Tahun 2021 Nomor 3); 

31. Peraturan Bupati TasikmaJaya Nomor 38 Tahun 2021 tentang 
Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya 
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peru bah an Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 7 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten TasikmaJaya Tahun 2021 
Nomor 3) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 54 
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021. 

Pasa! I 

Ketentuan daJam Lampiran Peraturan Bupati TasikmaJaya Nomor 54 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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PasallI 

1. Peraturan Bupati ini sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan 
APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

2 . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya . 

Jul i 21121 

o 

Diundan 'k, n d' ingapl:l:md. 
21 

AE 
IKMA AYA, 

BERlTA DA 202 1 N MO 42 


